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PEMKOT MEDAN TERUS BERINOVASI HADIRKAN  

KEMUDAHAN URUS IZIN USAHA        

 

 
Sumber Gambar : sumut.antaranews.com 

 

Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, terus berinovasi menghadirkan kemudahan 

dalam pengurusan perizinan usaha di Ibukota Provinsi Sumatera Utara, termasuk aplikasi 

Sipandu. "Saat ini Pemkot Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby 

Nasution memiliki aplikasi Sipandu," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda 

Kota Medan Agus Suriyono di Medan, Selasa. 

Dengan aplikasi Sipandu (Perizinan Terpadu Melayani Secara Terdepan), kata dia, 

yang telah diluncurkan tahun lalu dapat membantu warga guna mengurus perizinan usaha 

di Kota Medan. Agus menyampaikan bahwa terhitung Januari hingga September tahun lalu 

investasi di Ibukota Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp3,2 triliun lebih.  

Data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota 

Medan di 2022 menyebut investasi yang masuk sebanyak 229 proyek penanaman modal 

asing (PMA), dan 1.908 proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN). Perkembangan 

realisasi penanaman modal tersebut dinilai cukup baik, dan harus terus dipertahankan atau 

bahkan di tingkatkan tahun ini.  

"Capaian itu harus terus kita pertahankan dan sebisa mungkin untuk ditingkatkan lagi 

di 2023," katanya. Sebab, lanjut dia, investasi menjadi salah satu sumber pendapatan asli 

daerah (PAD) yang bisa dikelola untuk mewujudkan setiap program kerja guna menjamin 

kesejahteraan masyarakat Kota Medan. Peningkatan investasi ini tidak terlepas dari 
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kemudahan fasilitas perizinan diberikan Pemkot Medan bagi para pelaku usaha, salah 

satunya aplikasi Sipandu.  

"Aplikasi Sipandu ini sangat mudah diakses dan efisien diterapkan karena 

terintegrasi secara elektronik sesuai dengan Perpres No.97/2014 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu," ungkapnya. Pihaknya juga meminta kepada Dinas PMPTSP 

Kota Medan agar meningkatkan kompetensi maupun pelayanan bagi masyarakat setempat.  

"Jika terjadi kendala atau hambatan pengurusan perizinan, maka masyarakat bisa langsung 

berkoordinasi dengan Dinas terkait guna memudahkan proses pengurusan," jelas Agus. 

 

Sumber Berita: 

1. https://sumut.antaranews.com/berita/534171/pemkot-medan-terus-berinovasi-hadirkan-

kemudahan-urus-izin-usaha, Selasa, 13 Juni 2023. 

2. http://alfatih-media.com/semakin-mudah-proses-perizinan-di-kota-medan-melalui-

aplikasi-sipandu.html, Selasa, 13 Juni 2023. 

 

Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Resiko. 

Pasal 1 angka 1, angka 11, angka 14, angka 21, angka 23 dan angka 24. 

1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk 

memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 

11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha 

dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 

14. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanakan 

kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan 

kegiatan usahanya. 

21. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Electronik (Online Single Submission) 

yang selanjutnya disebut OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yag dikelola dan 

diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Resiko. 

23. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan di bidang penanaman modal.  

24. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam 

peraturan peurundang-undangan di bidang penanaman modal. 
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25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya 

disingkat dengan DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi 

atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan daerah di bidang penanaman modal. 

 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Di Daerah. 

Pasal 1 angka 4 dan angka 5 

4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan 

secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan 

sampai dengan tahapan penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. 

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya 

disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah provonsi atau 

pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi 

menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi 

kewenangan daerah. 

  

     Pasal 6  

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan 

ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. 

(2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. Perrzinan Berusaha Berbasis Risiko; 

b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan 

c. Perrzinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan inve stasi 

(3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan 

usaha. 

(4) Persyaratan dasar Pertzinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

meliputi: 

a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; 

b. persetujuan lingkungan; dan 

c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. 
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(5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang 

diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor: 

a. kelautan dan perikanan; 

b. pertanian; 

c. lingkungan hidup dan kehutanan; 

d. energi dan sumber daya mineral; 

e. ketenaganukliran; 

f. perindustrian; 

g. perdagangan; 

h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 

i. transportasi; 

j. kesehatan, obat dan makanan; 

k. pendidikan dan kebudayaan; 

l. pariwisata; 

m. keagamaan; 

n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; 

o. pertahanan dan keamanan; dan 

p. ketenagakerjaan. 

(6) Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) huruf e, huruf m, dan huruf o merupakan kewenangan 

Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan 

Berusaha di daerah. 

(7) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan 

persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko. 

(8) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Pertzinan Berusaha, dan 

Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang 

tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung. 

 



Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara/Ira Sumaya 5 

 

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu. 

Pasal 1 angka  

3. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam 

modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah 

negara Republik Indonesia. 

4. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman 

modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 

5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan 

pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

     Pasal 10  

(1) Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) huruf b mencakup urusan pemerintahan provinsi dalam 

penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan dalam PTSP. 

(2) Urusan pemerintahan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. urusan pemerintah provinsi yang diatur dalam perundang-undangan; 

b.urusan pemerintahan provinsi yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota; dan 

c. urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Gubernur. 

(3) Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP). 

(4) Dalam menyelenggarakan PTSP oleh provinsi, Gubernur memberikan 

pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan 

pemerintah provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi. 

(5) BPMPTSP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 11 

(1) Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mencakup urusan pemerintahan kabupaten/kota dalam 

penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan dalam PTSP. 

(2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 
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a. urusan pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan; dan 

b. urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada 

Bupati/Walikota. 

(3) Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota (BPMPTSP) 

Kabupaten/Kota. 

(4) Dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan 

pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan 

pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota. 

(5) BPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 

 


